
Menimbang : a. bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 10 ayat (1)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun

2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan,

telah ditetapkan Standard Operating Procedure Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan

Kementerian Perhubungan melalui Keputusan Menteri

Perhubungan Nomor KP 1632 Tahun 2018;

b.bahwa  dengan  diterbitkannya  Peraturan  Komisi

Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar

Layanan Informasi Publik, perlu dilakukan penyesuaian

Standard  Operating  Procedure   Pejabat   Pengelola

Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian

Perhubungan;

c.bahwa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1632

Tahun 2018 tentang Standard Operating Procedure

Pejabat  Pengelola Informasi  dan Dokumentasi  di

Lingkungan   Kementerian   Perhubungan,   belum

mencantumkan informasi berkaitan dengan prinsip dan

semangat satu data, bantuan kedinasan atau bagi pakai
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informasi, kepentingan perlindungan data pribadi, dan

aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang

Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian

Perhubungan;

Mengingat:  1.   Undang-Undang  Nomor  39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang  Nomor  14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan  Informasi  Publik  (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3.Undang-Undang Nomor  25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan  Publik  (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia  Tahun 2009  Nomor   112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4.Undang-Undang Nomor  43 Tahun 2009  tentang

Kearsipan (Lembaran Negara  Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 1552, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5071);

5.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia

Nomor 5149);

6.Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

7.Peraturan Komisi Informasi Pusat  Nomor 1 Tahun

2013  tentang  Prosedur   Penyelesaian  Sengketa
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PERTAMA : Menetapkan Standard Operating Procedure (SOP) Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan

Kementerian Perhubungan, terdiri atas:

a.struktur dan tata kerja organisasi standard operating

procedure   pejabat   pengelola   informasi    dan

dokumentasidi lingkungan   Kementerian

Perhubungan;

b.kewajiban PPID Kementerian Perhubungan;

c.mekanisme kerja; dan

d.kualifikasi/persyaratan personil yang melaksanakan

tugas.':

I^formasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia

Tjahun 2013 Nomor 649);

8.Peraturai Komisi Informasi Pusat  Nomor  1 Tahun

2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita

Negara R^publik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

9.Peraturar Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun

2017ten tang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis

dan Ste.ndar  Operasional Prosedur  di Lingkungan

Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik

Indonesi^ Tahun 2017 Nomor 948);

10.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun

2018tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan

Dckumentasi    di    Lingkungan    Kementerian

Ff rhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 675);

11.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun

2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan . KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

STANDARD OPERATING PROCEDURE PEJABAT

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI

LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.
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Kev ajiban PPID di lingkungan Kementerian Perhubungan

sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf b,

disesuaikan dengan tugas dan kewenangannya

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

sebagai berikut:

1.PPID Kementerian Perhubungan wajib:

a.menyediakan, membuka, dan memberikan informasi

publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan

dan  cara  sederhana,  kecuali  informasi  yang

dikecualikan;

b.menyediakan informasi publik yang akurat, benar,

dan tidak menyesatkan;

c.membangun   dan   mengembangkan   sistem

penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan

pelayanan informasi publik;

d.membuat   pertimbangan secara  tertulis  setiap

kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap

orang atas informasi publik; dan

e.melakukan pengujian tentang konsekuensi atas

informasi publik yang dikecualikan.

2.pelaksanaan kewajiban PPID Kementerian Perhubungan

sebagaimana dimaksud angka 1) wajib memperhatikan:

a.perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

b.aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dengan

menyediakan sarana dan prasarana; dan

KETIGA

S,truktur dan tata kerja organisasi standard operating

procedure pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di

lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana

dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan Menteri ini, terdiri atas:

1.Atasan PPID;

2.PPID Utama;

3.PP'D Pelaksana; dan

4.PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis

KEDUA
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Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum

PERTAMA huruf c, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Menteri ini, meliputi:

1.Standar Permintaan Informasi Publik;

2.Standar Pengajuan Keberatan;

3.Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

4.Penyusunan Daftar Informasi Publik;

5.Penyusunan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;

6.Pendokumentasian Informasi Publik;

7.Standar Pengujian Konsekuensi;

8.Standar  Permintaan Informasi  Bagi  Penyandang

Disabilitas Tuna Netra;

KELIMA

KEEMPAT  :  Pelayanan  PPID dilaksanakan pada  lokasi  layanan

informasi sebagai berikut:

1.PPID Utama berada di Gedung Cipta Lantai 1 Jalan

Medan Merdeka Barat Nomor 8 atau melalui website

dan aplikasi PPID Kementerian Perhubungan; dan

2.PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana

Teknis (UPT) berada di masing-masing lokasi dimana

PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT berada.

c. akses informasi publik bagi penyandaing disabilitas

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

3.dalam  menjalankan  tugasnya,   dalam rangka

mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia, PPID

Kementerian  Perhubungan  dapat    melaksanakan

wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan/atau berkoordinasi dengan

Walidata baik di instansi pusat maupun di instansi

daerah;

4.PPID Kementerian Perhubungan dapat  memberikan

bantuan kedinasan di bidang layanan informasi publik

kepada badan publik lainnya yang meminta, dengan

persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
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9.Standar  Permintaan Informasi  Bagi  Penyandang

Disabilitas yang Menggunakan Kursi Roda; dan

10.Standar  Permintaan  Informasi  Bagi  Penyandang

Disabilitas Tuna Rungu.

KEENAM:  KualiSkasi persyaratan personil yang melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA huruf d,

sebagai berikut:

1.Kualifikasi atau Persyaratan Personil PPID Utama

Manager:  Pejabat  yang memiliki fungsi

Informasipelaksanaan komunikasi dan

informasi publik

Manager:  Pejabat  yang memiliki fungsi

Sistempengembangansistem

Informasiteknologi    informasi     dan

komunikasi

Manager:  Pejabat  yang memiliki atau

Dokumentasimenguasai  dokumentasi   di

lingkunganSekretariat

Jenderal

Pengelola:  Seluruh  unit    bagian  di

DokumentasilingkunganSekretariat

Jenderal

Petugas:  Pegawai    yang    memiliki

Informasikompetensi   dalam  bidang

pelayanan, pengelolaan, dan

penyimpanan informasi  serta

fungsional dan kehumasan

2.Kualifikasi atau Persyaratan Personil PPID Pelaksana

Manager:  Pejabat  yang memiliki fungsi

Informasipelaksanaan komunikasi dan

iinformasi publik

Manager:  Pejabat  yang memiliki atau

Dokumentasimenguasai  dokumentasi   di

lingkunganInspektorat
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3.  Kualifikasi atau Persyaratan Personil PPID Pelaksana

UPT
Manager:  Unit  yang menangani tugas

Informasi dandan   fungsi    di   bidang

DokumentasiKetatausahaan atau Humas di

Unit Pelaksana Teknis

Pengelola:  Pejabat      struktural/petugas

Dokumentasiyang membidangi kehumasan

/ketatausahaan/data/

program/ bidang di lingkungan

Unit Pelaksana Teknis

Petugas:  Pegawai    yang    memiliki

Informasikompetensi   dalam  bidang

pelayanan, pengelolaan, dan

penyimpanan informasi serta

fungsional dan kehumasan di

lingkungan Unit Pelaksana

Teknis

Pegawai yang memiliki

kompetensi dalam bidang

pelayanan, pengelolaan, dan

penyimpanan informasi serta

fungsional dan kehumasan di

lingkunganInspektorat

Jenderal atau Direktorat

Jenderal dan/atau Badan

Petugas

Informasi
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Jenderal   atau   Direktorat

Jenderal dan atau Badan

Pengelola:  Seluruh  unit    bagian   di

DokumentasilingkunganInspektorat

Jenderal   atau   Direktorat

Jenderal dan/atau Badan



KESEPULUH : Pada saat berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan

Menteri Perhubungan Nomor KP 1632 Tahun 2018 tentang

Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian

Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan

tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA

dibebankan pada:

a.PPID Utama berdasarkan Daftar  Isian Pelaksanaan

Anggaran  (DIPA) Sekretariat  Jenderal Kementerian

Perhubungan;

b.PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT berdasarkan

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-

masing unit kerja.

KEDELAPAN : Pelaksanaan PPID dilaporkan kepada Menteri Perhubungan

secara berjenjang setiap 1 (satu) tahun sekali atau

sewaktu-waktu dibutuhkan.

KESEMBILAN : Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan

pengawasan dalam pelaksanaan PPID di lingkungan

Kementerian Perhubungan.
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Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Juli 2022

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

•   'BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1.Ketua Komisi Informasi Pusat;

2.Sekretaris Jenderal;

3.Inspektur Jenderal;

4.Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;

5.Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;

6.Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian

Perhubungan;

7.Para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian

Perhubungan;

8.Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi;

9.Ketua Mahkamah Pelayaran;

10. Para  Pejabat   Pengelola Informasi  dan Dokumentasi  di lingkungan

Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya

UM,

KESEBELAS  :   Keputusan Menteri  ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.
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PPIDPELAKSANA UPT
KEP.ALA UNIT PELAKS.ANA TEKNIS

PPIDPELAKSANA GFT
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS

PPIDPELAKSANA
KEPALA B.AD.AN KEMENTERIAN

PERHUBUNGAN

PPDPEL.AKS.yiA
DIREKTUR JENDERAL KEMENTERIAN

PERHUBUNGAN
DfSPEKTUR JENDEKAL KEMENTERIAN

PERHUBUNGAN

SEKRETARIS JENDERAL KEMENIERIAN
PERHUBUNGAN

MENTHU PERHUBUNGAN

A. STRUKTUR DAN TATA KERJA ORGANISASI STANDARD OPERATING

PROCEDURE PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
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Inspektur   Jenderal,   Para   Direktur

Jenderal, dan Para Kepala Badan

Sekretaris  Inspektorat   Jenderal,  Para

Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Para

Sekretaris Badan

Para Eselon II di lingkungan InspektoratManager

Manager Informasi

III. PPID Pelaksana

Pegawai Biro Komunikasi dan Informasi

Publik

Petugas Informasi

Para Eselon III di lingkungan Sekretariat

Jenderal

Pengelola

Dokumentasi

1)Kepala Biro Perencanaan;

2)Kepala   Biro    Kepegawadan   dan

Organisasi

3)Kepala Biro Keuangan;

4)Kepala Biro Hukum;

5)Kepala Biro Umum;

6)Kepala Biro Layanan Pengadaan dan

Pengelolaan Barang Milik Negara;

7)Kepala Pusat Fasilitasi Kemitraan dan

Kelembagaan Internasional;

8)Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi

Berkelanjutan; dan

9)Ketua Mahkamah Pelayaran.

Manager

Dokumentasi

Kepala Pusat  Teknologi Informasi  dan

Komunikasi Perhubungan

Manager

Sistem Informasi

Sekretaris Jenderal

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi

Publik

II.  PPID Utama

Manager

Informasi

Menteri PerhubunganI.  Atasan PPID
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Kepala UPT

Unit yang menangani tugas dan fungsi di

bidang Ketatausahaan atau Humas

Pejabatstruktural/petugasyang

membidangi kehumasan/ ketatausahaan/

data/ program/ bidang

Pegawai yang menangani kehumasan/

ketatausahaan/data/programdi

lingkungan unit kerja

IV. PPID Pelaksana

UPT
Manager Informasi

dan Dokumentasi

Pengelola

Dokumentasi

Petugas Informasi

Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan

Para Eselon III di lingkungan Inspektorat

Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan

Pegawai   yang   menangani   bidang

kehumasan di  lingkungan Inspektorat

Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan

Dokumentasi

Pengelola

Dokumentasi

Petugas Informasi
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Keteraagan

Tanda
Terima

Formulir

Surat

Data

Data

Formulir

Output

1 Kan Kerja

1 Hah Kerja

5HanKer>a

lOMemt

lOMemt

10 We^t

Wiktu

Tanda Terima
Informasi

Formulir
Pemberitahuan

Tenulis

Koordinasi deagan
Pemilik Informasi

(Unit Kerja)

Register
Permohonan

Informasi

Identhas Pemohon
Informasi

|KIT/NFWP/Akia
Pendirian Badan

HukumJ

Ponnulur uifoniiasi

Kelengkapan

MatnBaka

PP1D

i

1

d̂
a

i

Petugas
Informaii

O

o-

Hasyarakat

Pelakuna

Menyampaikan Permohonan
Informasi dan Tanda Tenma
Informasi

Memberikan Formulir
Pemberitahuan Tenulis

Memproses pennohonan

Registra^ dan Meneruskan
Permonan Inforouisi umuk di
Proses

Memeriksa Syarat-syuat
Fengajuan Perraohonan

Permohonan Infonnasi

Uraian Jenis Kegiatan

6

5

4

3

2

1

No

Standar Permintaan Informasi Publik

B. MEKANISME KERJA
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Standar Pengajuan Keberatan
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Hasitrapat

disposal
atau

Surat kuasa

Atasan PPID
an kepada

pemberitahu
Surat

sengketa
pengajuan
Surat

sangketa
{Ujatan
Surat

Output

ktrja
1 hari

kja
lhari

kerja
hari
100
lambjt
palini
•')>/

14 hari

ktrja
lharj

kerja
)0 hari

Waktu

pemberkahua
nrapat

AtasanPPID
nkapada

pamberltahua
Surat

sensketa
peusaiuan

Surat

saneketa
Sutateujatan

keteratan
Surat

Katenckapao

Standar Mutu

i—11

1   1• 11

Informasi
Pusat (KIP)

Komisi

H1
rhr

I

Ataian
PPIO

1

PPIDUoma

^1
_J

PPIOPeUksam

D-

1

PPD
Pelllsjni

UPT
Pemohon

Petaksana

oleh PPID Utama
PPtD Peiaksana dibantu
PPDPelaksanaUPTdan

Pekaksana DPT
Petaksana atau PPIO
PPIDlrtama,PPID
memberikan kuasa kepada
mewakilkan sengketa atau
Atasan PPfD dapat
pemberitahuan sengkeU,
Atasan PPtD menerima

tersebut
PPIDterkiitsengketa
beritahuan kepada Atasin
memberikan surat pern
sengketa Pemohon lalu
menerima pengajuan
Komisi Informal! Pusat

Komisi Informasi Pusat(KIP)
pemohon ditujukan kepada
Pengajuan sengketa dari

mengajukan sengketa
informasi dapat
diberikan, pemohon
terhadap informasi yanc
atau merasa tidal puas
diterima oleh atasan PPIO
ke<ja sejak keberatan
waktu 30 jtiga puluh) hari
atasan PPtD dalam jangka
yang telah diajukan kepada
tanggapan atas keberatan
Apabilatidakmendapatfcaii

Kegiatan

s

4

3

2

1

No

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
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Draf Daftar

Informasi Publdr

KlasftasiOIP

1 hari kerja

lharikerja

Daftar Informasi

Pubityangtelab
disabkan

Draf Daftar

Informasi Publ'A

o

Susunan Daftar

Informasi Publik

UsulanDIP

Sharikoja

2 hari kerja

Suratusulan daftar

informasi publik

Data dan Informasi

a^n
UsulanDIPSharikerjaDtta dan InformasiPPIDUPT membuat

usulan Daftar

Intomnasi Put̂ ik

(DIP| Mi
menyerahkannya

pada PPIDPelaksana

PPD Pelaksana
meMrima Daftar

Informasi Publik
(DIP|dariPPIOUPT

PPDPlakna
mffiyusun Daftar

Informasi PuNikdari

PPIOUPT.danPPIO
Pelaksanaturut

rrwmbuat Daftar

Informasi Publik lain

matpjukaimya

kapada PPIDUtama

PPIDUtama
mcrietapkan daftar

informasi publik

yang loiah

oduasifitjsi

AtasanPPID
matiberikan

porsarguan
terhadap

pongklasifikasian

informasi yang

diajukanolehPPID
Utamadalambantuk

pcraturan internal

kementerian

Keterangan
OutputWakluKelengkapan

StandarMutu

PPIDUtama   AasinPPIDPPIDPelaksana

Pelaksana

PPIDUPTKegiat^n

Penyusunan Daftar Informasi Publik
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Keteranfan

-Berita acara uji
Kern t nterian
-Oraf revlsi DIK

konsekuensi
-Berrtaacara uji
Kerne nterian
- Draf awal DIK
- Disposisi
-Usuian DIK
konsekuensi
- Undangan up

Dikecualikan {DIKj
Daftar Informasi
atau usulan
uji konsekuensi
surat pen^antar
konsekuensi atau
dilakukan uji
sudah pernah
pemberitahuan
Surat

Usulan DIP

Output

kerja
2 haft

kerja
lhaft

keija
^haft

kerja
^haft

Waktu

- Usulan DIK
konsekuensi
- Undanjan Uji

dan usulan DIK
konsekuensi
pencantar uji
Surat

(DIKJ
Dikecualikan
Informasi
Daftar
Surat usulan

Informasi
Data dan

Kelen^kapan

Standar Mutu

Atasan PPIO

u

PPIDUtama

1  11    1

\      1_J1

PPID Peiaksana
Peiaksana

c,^

PPID UPT

uji konsekuensi dipimpin
menyelsng^arakan rapat
Peiaksana
PPID UPT dibantuPPID

konsekuensi
Peiaksana untuk rapat uji
memerintahkan PPIO
PPID Dtama

dilakukan uji konsekuensi
PPIDUtamauntuk
pemberitahuan kepada
Peiaksana menyampalkan
konsekuensimaka PPID
- Jika belum dilakukan u^

uji kon^ekuensi
sudah pernahdilakukan
pembentahuan bahwa
Peiaksana menyampaikan
sebeiumnyamakaPPID
diiakukan uji konsekuensi
- Jika sudah pemah
PPID UPT
Dikecualikan (DIK) daft
Daftar Informasi
(OlKj,sena menerima
Informasi Difcecuafikan
membuat Daftar
PPID Peiaksana juga

PPID Peiaksana
menyerahkannya pada
Dikecualikan (DiK) lalu
usulan Daftar informui
PPID UPT membuat

Kactaan

4

3

1

1

No

Penyusunan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

- 17-



Dafrar
Publik.

Dafui UiionnASi ^ibHtyan^
^'"anfi^^TTu^^J^i cisb

^n ^PtD ^1 ^ ^^iV* ^t^f^^t

Daftar ln^^nnasi
Publit

D^ftartafonnaa

kambali Dt^au Lo^annasi
Putiilc y^n tsla^ malaiui

p
infonnau y^xî
Ai^ ^i'^if^^^^^ !ia^uai daiuajb

nya |ina-m.*rT ba^^cala^
p sa&t. dan

lapada Aasan PPIE

M^^akukan pcmcr^uaandata
b^rupa verifliasi, o^tifikasi sena
valktasiuntukmer^annin kewliar
irfonnai

Metakukan identifikasi infarmas
publkyanftdatidibuatotetiPPID
Ptiabana & PKD Ptla^ani UPT

r bentuk rii^kasan jeRis-jer.a
[5rta-nwrG, beriaia,

setsp aat dan dkecualfcanj

dwiPPtDPdabana&PPID
Pfefobana UPT yar^ akan
ridokumcKtasikan

Pendokumentasian Informasi Publik

- 18 -



Draft ha^l rapat

Draft ^aail rapatKa^kL rapat u^i
^onas^uarus

^ 11 iram "iliV-wn.
il^Jc

parswipan

kui^^ koordnas dcr^an
PPID Utama s*rta ^tngei^a
irfonnasi l^ituk c^ciasrfkasikan
kembati

MwierimausularidafUT Vifomui
dkecuatikandaH PPIDPtlsksara J
PPiDPeiakianaUPT

Usulandaicar
inferma^i

Mtmrita usiiar bempa Ciftar
masLdkecjalifcsndari PPID

P^^tt^vu dan PPID Pdsksana UPT

& ppuj
Pclaksanaurr

Standar Pengujian Konsekuensi

- 19-



Keterangan

Tanda
ted ma

Fofmuar

Sural

Data

Formuljr

Data

Output

ihaiikeiia

1 harf keija

5hankeija

lOmerkl

10 moil

10meral

waktu

t^adatenau
Bfiamaji.

'onaaih
)embentalaun
iertuks.

CoorduUSl Aanin^
mitkeifapoiulik
mtoaaau.

^Bn^obcoaa
nfomaai.

7onnubx
leno^^otun
nfcnnaai dalam
^atuk braiU-

Kaiiu identtas
lemo^on infonnasi
KTP, NPV/P, AMa
>endinan Bad î
-kjkum).

Kelengkapan

MutoBaku

i  i

ppid

~i

n

Petugas
Informasi

o(

Masyarakat

P^akiana

^enyampaikan
penerimaan
efmobonan informasi

>erupa ianda terima
informasi.

^Aemberikan
formuiir
pemberita^uan
ertiilis.

^etugas
Informasi
memproses
nformasi.

Petugas mformasi
menenma
jermotionan dan
Mnyandang
disabilitas (layanan
prioritas} dan
itelakukan pengisian
fofmuiir

^etugas informasi
memeriksa
kelngkapan
sekaligus
itemberikan formuir
^ermobonan
nformasi berbasis
b^a/te

Pejabat
nformasi
TKneritm
pemohon
ienyandang
disabilitas
yang
sebelumnya
teiati diantar
otehpelugas
keamanan
[satpamL

Aktivitas

7.

6.

4.

3.

2.

1.

No.

Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra
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Ketenngan

Tanda
erima

Formulir

Sorat

Data

Formulir

Data

3enyandang
jisebilitas
mendapat
ikses prtoritas

Output

1
lari
^eije

1furi
kerja

5hari
kerje

10
men*

10
men^

10
men*

5
men*

Waktu

Tindaiainu
infbrmsn.

Foimulii

tatulis.

Kooidinasi d^tgin
anil kerja pemilik

EUgiitc
Pennobonm

perjuohonm
jnfonnau

Kartu idervtitas
pemohon
informasi (KTP,
N ĵVP, Akte
Pendirian Badan
Hukumj

Kafenakapan

Hutu Baku

p•q

PPID

n

b

Petugas
nformasi

O

pL

Aasyaraka

^laksaoa

o

Satpam

Menyampaikan penerimaan
permohonan informasi berups
tanda tertma informasi.

Memberikan formulir
pemberitatiuen tertufe.

Petugas Informasi
memprosM informasi

Petugas informasi menehma
permohonan dari penyandang
disabilitas (layananpfioritas)
dan melakukan pengisian
formutir

Petugas infortnasi memeriksa
kelengkapan sekaiigus
memberikan formolir
permohonan infofmasi

Pejabat Infwmast
men^rMTia pemohon
penyandang disabllitas
yang sebeSumnya teiah
diantaroleh petugas
keamanan (satpam)

Satpam membanlu
pemohon informasi
yang berkursi roda
menuju ke ru&ngen
PPID Apabila pemohon
informasi menggunakan
kendaraan, telah
tersedia parkir tdiusus
disabilrtas di iingkungan
Kantor Kemenhub
pusat

Aktivtta*

7.

a

3

4

3.

2

1.

No.

Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang Disabilitas

yang Menggunakan Kursi Roda
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BUDI KARYA SUMADI
aslinya

,

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Ktteranpan

Fanaa

Formulir

Su^at

Data

Fomnt^t

Data

Penyandang
aiaabilttaa
menaapat
tk^as pnexitu

Output

Kerpi

^eru

keria

tO

10
men^

!0
menu

me^n

Waktu

[BDd^teruu
PtOraiBil.

formul^
Ptmbentiiuui
wnuju

Koardiiiut dengan
mu keriaptmtbk.

iBiMmau.

Itae^itet
^imobomoi

IFeroujLir
urmotaaac

infatmu^

Kartu idewnai
^emo^on
•^fo'masi (KTP,
JPWP Aku
Ptndinan Sadan
Huum;..

Kelenghapan

y

PPID

T

p

•r

•r

Petugaa
ntomnaii

O

nr

daiyaraka

Pelaksana

O

Satpam

Menyarnpaikan pene-'.niaa-
^ernr^bonan infprtr^ai' be^jpa
tanoa tetirr.a f̂o.-Tiai.

Memben^an ^ormulit
cembatiia^uan Isnul s

Peluga* lrtc'"i*ii
memprasea <nfor i-iasi.

PeUig^i informa^, menenma
^erm-ononan bar penvandanp
aiia^.iilas ilayananc^ritas'l
dan metaitu^an pang.aian
formuhr

^eU^^s in^o t̂r-as rr,eir.*fikia
^ei era leap an sekaliau*
me^beni^an fcrnul'f

>errrohonan infu'n^a^i.
^ecj-ns informaa

membe^^*n pan.elaaar. terkaft
ormulif danoan car*
menuRjitk ^ulisan ai (orrr-uiir
aarnbil rnem^efika^ perhattan

chu^u^ <e pemohon rnforn^air
rang tuna rungu

Pejabat Informal

>enyandang disabihras
'an^ sebelumnva lelar

dianiar oh setugis
:srr>an*n (satpanr.;.
'roses k^munikssi

*npan paiucta^
•rforniaai bftfbasii
uhsan labasai baniuk
^emftr.uhan hak

aisaoilitas

Satpam ir-amc-ant^
femO^'On infa-rmaai
'ang tuna rungu
rtentiiuka ruanga"

PPID

AkbvitM

a

S

4

3

2

1

No.

Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu
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